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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan
0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta' T Te
& Sa' S S (Dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha’ h Ha (Dengan titik dibawah)
z Kha Kh Kadan ha
3 Dal D De
3 Zal z Zet (Dengan titik diatas)
J Ra' R Er
J Z Z Zet
o S S Es
o Sy Sy Es dan ye
o= Sad $ Es (Dengan titik dibawah)
o= Dad d De (Dengan titik dibawah)
Lk T t Te (Dengan titik dibawah)
L Za z Zet (Dengan titik dibawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
a Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
o M M Em




O Nun N En
g Waw W We
> Ha’ Ha Ha
3 Hamzah ~ Apostrof
< Ya Y Ye

Il. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh :J%= nazzala
54 = bihinna
I11. Vokal Pendek
Fathah (0" _ ) ditulis a, kasrah (o_) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u.
IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi | panjang ditulis 1, bunyi u panjang ditulis @,

masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti Séditulis fala.
2. Kasrah + ya’ matiditulis T seperti :*|i.25, ditulistafsil.

3. Dammah + wawumatiditulis @, sepertiJ 3! ditulisusil.
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V. VokalRangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai _LJditulis az-Zuhaili

2. Fathah + wawu ditulis au &30\ditulis ad-Daulah

V1. Ta’ Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang
sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: i,m

z1Ad\ditulis bidayah al-hidayah.

VIIl. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang

mengiringinya, seperti olditulis anna.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof,( , )

seperti =2ditulis syai,un.

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuali

dengan bunyi vokalnya, seperti C3Gditulis raba 'ib.

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang

apostrof ( , ) seperti o342 Gditulis a khuzuna.
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VIll. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf gamariyah ditulis al, seperti }S;i;JO&ditulis al-Bagarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘L’ diganti dengan huruf syamsiyah

yang bersangkutan, seperti s iditulis an-Nisa .

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,

seperti : >34l (ss5 ditulis zawi al-furud atau 23 &1 ditulis ahlu as-

sunnah.
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

(Q.s A Kahfi: 46)



ABSTRAK

Latif, Abdul.2021. 2011314411. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KUHPerdata (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO
KOTA PEKALONGAN). Pembimbing Jumailah, S.H.I., M.S.1

Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Islam, KUHPerdata, Kel.
Tirto

Salah satu kasus yang terjadi di Kelurahan Tirto adalah bahwa untuk
menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris dalam
pelaksanaannya orang tua anak angkat membagikan harta warisan kepada anak
angkatnya dengan bagian masing-masing dengan taksiran harga 240.000.000
dibagi dua untuk kedua anak angkatnya

Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana konsep harta waris.
bagaimana kedudukan anak angkat dan bagaimana hak waris anak angkat menurut
hukum Islam dan KUHPerdata di Kota Pekalongan. Tujuan Penelitian untuk
mengetahui konsep harta waris Untuk menggambarkan kedudukan anak angkat
dan untuk menjelaskan hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan
KUHPerdata di Kota Pekalongan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai acuan ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta
waris, terlebih bagi yang memiliki anak angkat. Penelitian ini juga diharapkan
memberikan manfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realita dalam
kaitanya dengan kedudukan anak angkat dalam hak waris. Secara Teoretis
penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan
memberikan pengetahuan pembaca mengenai gambaran hukum kedudukan anak
angkat dalam kaitannya dengan hak waris.

Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan
penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan
normatif yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), penelitian yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan terjun
langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mencari tahu tentang fenomena atau
studi kasus yang lagi dirisetnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Konsep waris
dalam Islam sudah diatur dengan tegas bahwa waris dilakukan setelah pewaris
sudah tidak ada atau meninggal dan diatur dengan dasar hukum al qur’an dan
hadits. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata bahwa
antara keduanya terjadi perbedaan, dalam hukum Islam, pengangkatan anak
tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-
mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. la tetap
menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai
nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut
KUHPerdata adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah
menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua
kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum
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secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak
yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris
orang tua angkat. Pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang
tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan ada yang wasiat dan ada juga yang
dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa
anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah diadakan pembagian harta
waris kepada yang berhak yang kemudian masing-masing dari saudara si pewaris
yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang jelas dan terperinci diterangkan oleh Allah SWT
dalam Al-Qur’an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang
menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga tidak
dimungkinkan akan menimbulkan berbagai perbedaan interprestasi.
Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering di bicarakan dan hampir
semua orang mengalaminya, Al-Qur’an pun banyak membicarakannya
tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku didalam masyarakat maka
kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.t

Dalam Qur’an surat An Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa:

;i;uuuu@w\wu;uwwwfw\s 4 Keos
A, o6 T3 A o8 o) B s pAT 5 ag 8 mﬂ ozl 6 g 2567
;33 i%yywjmwwu\myaof A\S K bu.‘.fdmy\ﬁ j:\A))ij\SJ

\rg’h"\“ {405 Ab\unmjﬂ\amﬁuﬁwgi)-byéb\jguf'

Artinya: “Allah mensyari atkan bagimu tentang pembagian pusaka atau
warisan untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki
sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika lebih dari
dua anak perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dari harta
peninggalan; jika hanya satu anak perempuan saja, maka ia
memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya
(saja),Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur'an, (Jakarta; Rajawali Pers, 1995), h. 17



lagi Maha Bijaksana.”*( QS. An Nisa 11)

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang
telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini
disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa
istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, sepreti fara’idh,fikih
mawaris, dan hukum al-waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena
perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata
yang lazim dipakai adalah fara’idh.Lafadz fara’idh merupakan jama’ dari
lafadz faridhah yang mengandung arti marudhah yang sama artinya dengan
mugaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam
ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an lebih banyak
terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan.
Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan fara idh. Sedangkan kata mawaris
lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang
beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawris, merupakan
bentuk plural dari kata mirats yang berarti mauruts, harta yang diwarisi.
Dengan demikian maka arti kata warits yang dipergunakan dalam beberapa
kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata
warist artinya adalah seorang pewaris.

Dalam sabda nabi SAW di perintahkan bahwa :

G 1 el (bt 2B by de ) Joo ) oo e B o2 e o e
$5dmydy Y e

2Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,cet. 9,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)



Artinya: Dari lbnu Abbas Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ‘“Bagikanlah harta peninggalan
(warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki
vang paling utama.” (HR. Bukhari)®

Pengangkatan anak sendiri bukanlah permasalahan yang baru. Sejak
zaman Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan
motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang
berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut
dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat
anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan
bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya akan timbul suatu
hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat.
Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga
orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak
kandung sendiri.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa
dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan
Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa
peristiwva pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak
membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan
merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah
mengangkat anak tersebut.*

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan

3 Al-Bukhari, Al-Jami’ 1i al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-
Sya’bi, t.th), him.181
4 Hilam Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983) h.78



apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan
orang tua biologis dan keluarga;

b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat,
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian
juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak
angkatnya;

c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya
secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;

d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.®
Adapun dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa :
“(1). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup
pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak
melalui lembaga pengasuhan anak.
(2). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penetapan pengadilan.”

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan

peristiwva penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran

> Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,
1995) h. 54



Penduduk dan Catatan Sipil”.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pada keluarga sebut saja Bapak H.
dan Ibu U yang telah mengangkat dua anak yang bernama T dan M.
Keduanya diangkat menjadi anak sejak kecil dan sampai sekarang dengan
segala kebutuhannya dipenuhi oleh Bapak H. dan Ibu U layaknya anak
kandung. Pada prosesnya sendiri pengangkatan anak yang dilakukan adalah
pada umumnya orang di Kelurahan Tirto, mereka hanya akad lisan dengan
orang tua anak, yang kemudian dianggap sah dan dibesarkan layaknya anak
sendiri dengan ditanggung segala kebutuhannya baik sandang pangan dan
papan serta pendidikannya.

Setelah Bapak H. dan Ibu U meninggal dunia, mereka meninggalkan
harta warisan berupa rumah dan tanah. Bapak H sendiri memiliki tiga saudara
yang pertama bernama bapak S, kedua bapak A dan ketiga ibu J.
sepeninggalan bapak H ketiga saudaranya meminta kepada Kelurahan Tirto
Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli
waris dan bagian harta masing-masing ahli waris. Dari hasil pelaksanaan
harta benda anak angkat Bapak H. dan Ibu U mendapatkan warisan harta
dengan taksiran harga 240.000.000 dibagi dua antara Bapak T dan Ibu M dan
tanah pekarangan atau kebun seluas 1000m yang juga dibagidua.’

Kasus yang kedua tidak jauh berbeda dengan kasus bapak H dan lbu U,
dalam kasus ini pengangkatan anak juga sama seperti pada kasus bapak H dan

ibu M, yang membedakan adalah jumlah keluarga yang ditinggalkan dan

® Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
" Ibu Marhati, wawanara pribadi tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB di rumah



pengangkatan anak yang dilakukan. Kasus ini terjadi pada keluarga sebut saja
Bapak AB dan Ibu HB, keduanya sepakat untuk mengangkat anak setelah
sekian tahun menikah tidak diberi keturunan, mereka mengangkat dua orang
anak perempuan yang bernama LM dan KM. sepeninggal ibu HB, saudara
dari ibu HB meminta harta waris, jumlah saudara ibu HB sebanyak 2 orang
satu laki-laki bernama BM dan satunya perempuan bernama MB. Keduanya
mendatangi Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama
untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris.

Ibu HB meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas
1500m yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya, dan memiliki harta
berupa uang sebesar 135.000.000 dari tabungannya Dari hasil pelaksanaan
harta benda anak angkat mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga
135.000.000 dibagi dua antara LM dan KM dan tanah pekarangan atau kebun
seluas 1500m yang juga dibagi dua.®

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan
membahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian
“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KUHPerdata (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO KOTA

PEKALONGAN).

8 Bapak Nurrohman, wawancara pribadi pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.00 WIB



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep waris dalam hukum Islam dan KUHPerdata?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata
di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana hak waris anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan
menurut hukum Islam dan KUHPerdata di Kota Pekalongan?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui konsep harta waris dalam hukum Islam dan KUHPerdata.
2. Untuk menggambaran kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan
KUHPerdata di Kota Pekalongan.
3. Untuk menjelaskan hak waris anak angkat di Kelurahan Tirto Kota
Pekalongan menurut hukum Islam dan KUHPerdata di Kota Pekalongan.
D. Kegunaan Penelitian
Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai, maka penulis proposal ini
diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:
1. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan Dapat di jadikan sebagai acuan ketika
menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi yang
memiliki anak angkat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat
dalam rangka menginformasikan bagaimana realita dalam kaitanya dengan

kedudukan anak angkat dalam hak waris.



2. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis
khususnya dan memberikan pengetahuan pembaca mengenai gambaran

hukum kedudukan anak angkat dalam kaitannya dengan hak waris.

E. Tinjauan Pustaka

1. Agus Efendi dalam skripsinya Pembagian Warisan secara kekeluargaan

(Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam). Skripsi ini membahas
tentang pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan yang diperbolehkan
oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih, seperti yang tercantum dalam
pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan para
ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang
mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau
menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak
lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.’

. M. Azmi Auda dalam skripsinya yang berjudul Praktik Pembagian Harta
Waris (Studi Kasus pada Mayarakat Dayak di Desa Loksado Kabupaten
Hulu Sungai Selatan). Sripsi ini membahas tentang praktik pembagian harta
warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado yang semuanya menggunakan
kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak mengetahui akan pembagian
harta warisan secara hukum islam (Fara’idh) dan juga tekadang setelah

pembagian harta warisan tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah

%Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183

Kompilasi Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syariah, ( UIN Sunan Kalijaga, Pdf, 2009)h. vii



dibanding dengan pembagian secara hukum Islam.®

3. Djoko Pranoto dalam skripsinya, Pembunuhan Sebagai Penghalang
Menerima Warisan. Skripsi ini membahas tentang terhalangnya ahli waris
mendapatkan harta warisan dikarenakan pembunuhan yang tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 173.1!

4. ljaniah dalam skripsinya yang berjudul, Pembagian Harta Warisan Sebelum
Pewarisnya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar
Kecamatan Banjarmasin Selatan. Skripsi ini membahas tentang pembagian
harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia akan tetapi berlawanan
dengan hukum fara’idh dalam hukum islam bahwa tidak terpenuhinya rukun
dan syarat mewarisi karena muwaris (pewaris) belum meninggal.'?

5. Choirur Rozigin dalam skrispsinya yang berjudul, Pelaksanaan Pembagian
Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa
Pasirsari. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Desa Pasirsari
yang mana golongan atas lebih mengetahui dan memahami tentang hukum
waris islam maka mereka meyakininya. Sehingga mereka bisa dikategorikan
berpandangan teosentris. Sebaliknya masyarakat golongan menengah dan
kebawah yang kurang dan bahkan tidak mengetahui tentang hukum waris

islam, maka mereka meyakini hukum waris yang lain, yaitu hukum waris

10°M. Azmi Auda, Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus pada Mayarakat Dayak di
Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Skripsi Fakultas Syariah (STAIN Palopo,2010)
h.vii

UDjoko Pranoto, “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan”,Skripsi Fakultas
Syariah,(STAIN Pekalongan, 2007) h. vii

12 Tjaniah, “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal dunia (Studi Kasus
di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)” Skripsi Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam, (IAIN Antasari Banjarmasin, Pdf, 2015). h. ix
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adat. Sehingga mereka bisa dikategorikan berpandangan antroposentris.*3

6. Jurnal yang ditulis oleh Regnal Pudhihang dengan judul Kedudukan Hukum
Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyimpulkan bahawa proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan
cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk
memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut
sesuai dengan ketetapan Undang-Undang yang berlaku. Hak mewaris
anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
namun demikian Kkhusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan
Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk
itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-
undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia
mendapatkan testamentair (Hibah Wasiat).1*

7. Jurnal yang ditulis oleh Sintia Stela Karaluhe dengan judul kedudukan anak
angkat dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari hukum waris dalam
jurnal tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam hal terjadinya hak mewaris
terhadap anak angkat dalam penerapanyapun masih beragam, hal ini
terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan
yang berlaku di Indonesia. a. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat
diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang

memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda.

BChoirur Roziqin, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dalam
Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, Skripsi Fakultas Syariah, (STAIN Pekalongan, 2011). h.vii

14Reynald Pudhinghang, Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal Lex Privatum, Vol. 111/No. 3/Jul-Sep/2015
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Salah satu dasar hukum vyang dijadikan pegangan adalah adanya
Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas
pada harta gono-gini (harta bersama). 2) Anak angkat tidak berhak
mewaris terhadap harta pusaka (asli) 3) Anak angkat bisa menutup hak
mewaris ahli waris asal. b. Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan
anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan
hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. c. Hak waris menurut
BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak
waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas
bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah Legitieme
portie. 2. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia
sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum
adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk
Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari
masyarakat. a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada
sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat. b. Pengaturan
waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI).c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan
dalam BW (Burgelijk Wetboek).™

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dalam

15 Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan
Ditinjau Dari Hukum Waris Jurnal Lex Privatum, Vol. 1V/No. 1/Jan/2016 h. 166
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peneletian ini lebih memfokuskan pada kajian tentang hukum islam dan
KUHPerdata tentang bagian anak angkat dalam pemberian harta peninggalan
atau yang umum disebut warisan.
F. Kerangka Teori

Pengambilan anak angkat menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah
merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak
dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk
ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-
anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu
tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal
yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.®

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam ajaran
Islam, di mana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk
memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta
peninggalannya (dalam bentuk hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar
dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah dewasa. Oleh
karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat
utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan
apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :*’

a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan

16 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,
1995) h. 53
YMuderis Zaini, Ibid h. 54
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orang tua biologis dan keluarga;

b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat,
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga
orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya
secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;

d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip
pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak
dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam
pertumbuhan dan perkembangannya.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling tolong menolong
sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam
harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi
terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Kalau melihat dari segi budi pekerti
dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan
yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal
ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-
baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut
kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat

agar terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah
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dengan memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara
peraturan pemerintah yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang
belum juga di terbitkan secara khusus guna memecahkan permasalahan yang
timbul terkait adanya masalah mengenai pengangkatan anak di
Indonesia.Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979
no.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa;
“Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat
dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan
apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di
legalisir oleh Pengadilan Negeri”.18

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada
ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun
demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum
yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang
termasuk ke dalam kajian hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik
pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.
Anak menurut dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah:

”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa

BMuderis Zaini,Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. ibid, h. 112
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anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi
anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua
orang tuanya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171
bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Atas dasar pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang dilarang
menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam
segala hal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila
ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat
dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnhya
yang berkaitan dengan pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak
angkat yang bersangkutan.

Menurut Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.
Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti
dalam pengertian aslinya atau di dalam KUH Perdata, yakni mengangkat
secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam
keluarganya (nasabnya) yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai
anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin
dengan keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat

Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang berbunyi :
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Artinya. “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua
buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang
kamu zhiharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan
Dia menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*°( QS. Al-Ahzab 4-
5)

Secara garis besar berdasarkan ayat tersebut bahwa dapat dirumuskan

sebagai berikut:?°

a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;

b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;

c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dilarang

adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau secara

mutlak. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak

orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak

dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua

kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata,

sesuai dengan anjuran Allah.

YSoftware Al Qur’an in Word
2Muderis Zaini,Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. ibid, h.52
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Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah di atur di dalam KHI
(Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi
kecintaan pemberian nafkah, memberikan pendidikan serta memberikan
pelayanan segala kebutuhannya dan bukan memperlakukan mereka sebagai
anak (nasabnya) sendiri.

Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat
penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah
lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari
semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental
dan spiritualnya secara maksimal.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah
dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat
tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

a) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain
yang bukan keturunannya sendiri.

b) Memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya, untuk
dipelihara, di didik dan sebagainya.

¢) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam
pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-

persoalan yang dihadapi.?*

2L Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.. 64-65
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1. Desain penelitian
a. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini
adalah pendekatan normatif yuridis. Yaitu suatu penelitian yang secara
deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.
Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu
pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang
digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang
hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan
dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada
awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian
tehadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Pendekatan
ini digunakan untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dibentuk oleh kata-
kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan
yang diperoleh dari situasi yang alamiah.??Penelitian ini bersifar
deskriptif?®-analisis yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk

menggambarkan suatu pristiwa atau keadaan yang ada berkaitan

22Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 25.

2 Moh. Nazar, Metodologi Penelitian, cet. Ke-6, (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia,
2005), h.54-55.
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dengan pembagian waris dengan memperhitungkan biaya pengobatan
untuk merumuskan masalah secara rinci.
b. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang diguakan adalah peneltiian lapangan
(field research), penelitian yang secara langsung dilakukan oleh
peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk
mencari tahu tentang fenomena atau studi kasus yang lagi dirisetnya.
2. Sumber data
Berdasarkan objek kajian dalam penulisan ini, maka Sumber Data
Penelitian
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang secara langsung di peroleh dari
sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.?*Dalam
hal ini unsur manusia sebagai intrumen kunci, yaitu peneliti yang
terlibat langsung dalam observasi partisipasi yang terkait dengan
masalah dalam penelitian pembagian harta warisan khususnya kasus
pembagian waris bagi anak angkat yang terjadi di Kota Pekalongan.
b. Data Sekunder
Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang
memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam

penelitian ini.?® Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

%M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekomnomi, Dan
Kebijakan Publik serta IImu-IImu Sosial Linnya, (Jakarta : kencana, 2004), h. 122,

%5 Tatang M. Arifin, Menyususn Rencana Penelilitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), h. 133.
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antara lain buku-buku tentang kewarisan yang relevan yang memiliki
keterkaitan secara konseptual dan subtansional yang dapat melengkapi
sumber data primer, serta dokumen dan arsip.Bahan hukum yang terdiri
atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar
(asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum,
kamus hukum dan ensiklopedia hukum.?
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan 3 cara
yaitu sebagai berikut:?’
a. Observasi
Observasi berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam
rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu
masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.?® Pengamatan yang
dilakukan dengan cara menggali informasi dari beberapa narasumber.
Adapun pihak-pihak narasumber yang dimaksud adalah para anak angkat
yang dijadikan ahli waris.
b. Wawancara
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (interview guide)
secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk
mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan

mewawancarai kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan

ZMukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 43.

2"Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, ibid h.160-169.

ZMukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, ibid, h.167-168
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informasi untuk penelitian, diantaranya adalah para ahli waris atau anak-
anak angkat yang menrima hak waris. Metode ini digunakan untuk
mencari data/ informasi tentang praktik pembagian harta warisan untuk
anak angkat di Kota Pekalongan.
c. Dokumentasi
Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder,dengan
membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi,dan menganalisis data
skunder yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam
penelitian ini meliputi: buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal
ilmiah, dokumentasi, dan suber lain yang berkaitan dengan pembagian
harta waris.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif analitik.
Deskriptif merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan dengan
menginterprestasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan
yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang
berlangsung.Akibatnya dan efek yang sedang terjadi atau kecenderungan
yang berkembang.
H. Sistematika Penulisan
Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah di atas maka penelitian

ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB | pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il Pembahasan yang berisi dua sub bab, sub bab pertama tentang
anak angkat, meliputi pengertian anak angkat, hukum pengangkatan anak, hak
dan kewajiban anak angkat. Sub bab kedua meliputi meliputi harta warisan
yang berisi tentang hukum waris, ahli waris, pembagian waris dan pembatalan
waris.

BAB Il Pemberian Hak Waris Anak Angkat Di Kelurahan Tirto Kota
Pekalongan meliputi Gambaran Umum Kelurahan Tirto, Kedudukan anak
angkat terhadap hak waris anak angkat yang ada di Kota Pekalongan menurut
KUHPerdata dan Pemberian hak waris anak angkat yang ada di Kelurahan
Tirto Kota Pekalongan

BAB IV Analisis mengenai konsep harta waris dalam hukum Islam dan
KUHPerdata. Analisis mengenai kedudukan anak angkat menurut hukum Islam
dan KUHPerdata di Kota Pekalongan. Analisis mengenai hak waris anak
angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata di Kota Pekalongan

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari  keseluruhan pembahasan penelitian skripsi yang bertema
kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif
hukum Islam dan KUHPerdata (studi kasus di Kelurahan Tirto Kota

Pekalongan) dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Konsep waris dalam Islam sudah diatur dengan tegas dan satu pemahaman
bahwa waris dilakukan setalah pewaris sudah tidak ada atau meninggal
dunia sebagaimana redaksi dalam surat an nisa ayat 11 bahwa Allah
mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang
ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

77
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ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

. Kedudukan anak angkat menurut hukum islam dan KUHPerdata bahwa
dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum
dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris
mewaris dengan orang tua angkat. la tetap menjadi ahli waris dari orang
tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah
kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut KUHPerdata
adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi
seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua
kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum
secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai
anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli
waris orang tua angkat.

. proses pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua
angkat kepada anak angkatnya didasarkan ada yang wasiat dan ada juga
yang dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan
pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah
diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak yang kemudian
masing-masing dari saudara si pewaris yang mendapatkan harta waris

memberikan harta tersebut dengan akad hibah.
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B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kelurahan Tirto Kota
Pekalongan bahwa ketika mau mengangkat anak hendaknya mencari
informasi yang detail dan mengerti sebab akibat yang ditimbulkan islam
bahwasanya penting untuk terus melakukan pembelajaran yang terus
menerus mengenai hukum islam terutama dalam hal pembagian harta
warisan anak angkat.

2. Kepada pihak yang terkait khususnya perangkat desa yang membawahi
keagamaan untuk memberi informasi dan, penyuluhan atau pengetahuan
sedikit demi sedikit agar masyarakat awan dapat mengerti sebagaimana

mestinya hukum warisan anak angkat dalam hal besaran bagianya.
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PANDUAN WAWANCARA

. Apa motivasi pengangkatan anak Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?
Bagaimana proses pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Tirto Kota
Pekalongan?

Bagaimana kedudukan anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?

. Apakah anak angkat mendapat harta orang tua angkatnya?

Bagaimana pelaksanaan atau proses pembagiaanya?



TRANSKRIP WAWANCARA

No

Pertanyaan

Jawaban

Apa motivasi  pengangkatan  anak
Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?

selain Kasihan juga berharap
kelak ada anak yang
mendoakannya  walaupun itu
bukan anak kandung.

berharap kelak anak angkatnya
bisa mengurus bapak Tahrim
ketika sudah lanjut usia

Bagaimana proses pengangkatan anak
yang ada di Kelurahan Tirto Kota
Pekalongan?

bahwasanya saya sebagai anak
angkat yang diminta orang tua
angkat saya dari orang  tua
kandung saya semenjak kecil, di
karenakan orang tua saya secara
ekonomi kurang mampu dan
memiliki banyak anak.

diminta orang tua angkat saya
dari orang tua kandung saya
semenjak kecil, di karenakan
orang tua angkat saya tidak
mempunyai  anak.  Sehingga
dengan beralihnya saya sebagai
anak angkat, maka semua
kebutuhan kehidpan saya, sekolah
dan sebagainya yaitu sudah di
tanggung oleh orang tua angkat
saya bahkan saya juga diberi
harta peninggalannya

Bagaimana kedudukan anak angkat di
Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?

anak angkat itu adalah anak yang
lahir bukan dari rahim seorang
ibu yang mengangkatnya,
melainkan anak orang lain yang
kemudian  diangkat  menjadi
anaknya dengan berbagai alasan
dan tujuan, salah satunya untuk
dididik di dalam kehidupan
sehari-hari. Walaupun anak
angkat tersebut sudah masuk ke
dalam  keluarga orang tua
angkatnya, untuk  kedudukan
anak angkat itu sendiri ada yang




menganggapnya setara dengan
anak kandung ada juga anak
angkat tidaklah sama dengan
anak  kandung, karena  anak
yang diangkat tersebut hanya
mempunyai  hubungan  sosial
saja dengan orang tua
angkatnya.

anak angkat dan kewarisannya
tidaklah sama dengan anak
kandung. pengertian anak angkat
sendiri yaitu anak orang lain
yang diangkat atau dimasukan
ke dalam salah satu keluarga
orang yang mengangkat anak
tersebut, anak angkat tersebut
tidaklah ada hubungan darah
sama sekali dengan orang tua
yang mengangkatnya. Dalam
hukum Islam telah dijelaskan
bahwa  kita  tidak  boleh
menganggap kalau anak angkat
itu sama kedudukannya dengan
anak kandung,

Apakah anak angkat mendapat harta
orang tua angkatnya?

Dalam penerimaan harta warisan
biasanya anak angkat tetap
memperoleh bagian akan tetapi
itu tergantung dari musyawarah
keluarga dan berapa banyak harta
yang ditinggalkan oleh si mayit.
Ada yang mendapatkan semua
harta orang tua angkatnya ada
yang setengah ada juga yang
sepertiga

Masyarakat Tirto berpandangan
bahwa anak angkat berhak
menerima  harta  peninggalan
karena anak angkatlah yang
merawat orang tua angkatnya
hingga meninggal dunia.
Meskipun sebenarnya ada ahli
waris yang lebih berhak atas harta
peninggalan  tersebut. Karena
sudah menjadi kebiasaan di




Keurahan Tirto maka ahli waris
dari orang tua angkat tersebut
pun merelakan bagian  yang
diperolehnya dari harta
peninggalan tersebut. Sehingga
dalam hal pembagian waris anak
angkat sebagian besar anak
angkat mendapatkan hak waris.

suami saya adalah salah satu anak
angkat dikeluarga orang tua
angkat saya, selain suami saya
ada mbak Munawaroh, dari kecil
suammi saya sudah di rawat oleh
orang tua angkat saya sampai
orang tua angkat saya sudah
meninggal dunia, suami saya
belum tahu hak dapat atau tidak
harta orang tua angkatnya, masih
belum tau itu milik siapa
dikarenakan orang tua angkat
suami saya juga mempunyai dari
bapak ada 3 saudara, kemudian
ketiga saudara bapak tersebut
memberi tahu bahwa ketiganya
mendapat harta warisan dari
bapak sedangkan suami saya
diberi dari peninggalan ibu yang
memang tidak punya saudara

Bagaimana pelaksanaan
pembagiaanya?

atau

proses

Karena orang tua angkat masih
memiliki saudara maka ketika
membagi  warisan  diadakan
musyawarah  keluarga terkait
harta ~ peninggalan tersebut
dimana saya diberi hak waris.
Proses peralihan harta
peninggalan  tersebut  dengan
merubah nama kepemilikan yang
semula milik orang tua angkat
saya mejadi milik saya

bahwasanya ada beberapa tata
cara dalam pembagianya yakni
pertama, dengan cara perdamaian,
yang artinya anak angkat yang
mempunyai saudara angkat /
mempunyai saudara dari orang




tua angkat ketika pembagian harta
warisan mereka dengan  cara
perdamaian / akad  yang
disepakati antara beberapa pihak
yang menerima harta warisan
jadi tanpa adanya perselisihan.
Yang ke dua, vyaitu dengan
cara yang biasa dan sangat
banyak yang menggunakan
kebiasaan ini dalam pembagan
warisan anak angkat yakni
dengan cara adat, jadi dalam
pnembagian waris ahli  waris
membagi dengan cara melihat
kebiasaan orang disekitarnya bisa
diartikan bahwasanya cara yang
ke dua ini adalah dengan cara
adat yang ada di wilayah tersebut
adapun selanjutnya pembagian
warisan menggunakan cara di
wasiatkan oleh ahli  waris.
Kemudian untuk status anak
angkat di  Kelurahan Tirto
bahwasanya anak angkat
dianggap seperti anak kandng
sendiri, tidak di beda-bedakan.
Sehingga dalam hal seorang anak
yang di angkat maka anak
angkat mendapat hak sebagai
anak dalam hal  mewarisi.
Sehingga dalam keluarga
angkatnya pun anak angkat juga
mendapatkan  harta  warisan.
Dalam beberapa hal pembagian
harta warisan anak angkat di
Kelurahan Tirto ini untuk
mendapatkan nya juga
bermacam-macam, ada beberapa
yang tidak menyamai dengan
aturan hukum Islam, contohnya
saja anak angkat di Kelurahan
Tirto ada yang mendapatkan
semua warisan dari si pewaris,
ada juga yang pembagianya di
samakan dengan saudara angkat/
saudara kandung (anak dari orang




tua angkat), selanjutnya
menerima harta warisan lebih
banyak dari saudara angkat di
karenakan ketika sudah besar
dia lah (ahli waris) yang
merawat orang tua pewaris
sampai tua dan seterusnya
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